




A Latar Belakang 
Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi 
adalah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan 
mendasar atas struktur sosial, sikap–sikap masyarakat, dan institusi–institusi 
nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, 
penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. 
Pembangunan pada hakekatnya juga merupakan cerminan perubahan total 
suatu masyarakat atas penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa 
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun 
kelompok–kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju 
menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material 
maupun spiritual. 
Pelaksanaan pembangunan suatu daerah tentu memerlukan 
pembiayaan pembangunan. Semakin besar pembangunan maka pembiayaan 
yang dibutuhkan juga semakin besar. Masalah yang umumnya dihadapi oleh 
pemerintah daerah adalah ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat. 
Seharusnya pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan secara 
mandiri dan tidak bergantung pada pembiayaan pemerintah pusat. Dengan 
demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi ekonomi yang 




Djaenuri (2012) menyatakan bahwa pemberian otonomi kepada 
daerah menimbulkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur 
rumah tangganya sendiri, di samping meningkatkan kemandiriannya dalam 
mengembangkan daerah masingmasing. Peningkatan kemandirian ini 
terutama diarahkan kepada kemampuan daerah dalam membiayai 
pelaksanaan pembangunan serta mengurangi ketergantungan dari pemerintah 
pusat. Umumnya, semakin tinggi pendapatan pemerintah daerah maka 
semakin tinggi pula pengeluaran daerah tersebut karena adanya tuntutan 
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 
Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. 
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari 
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan, dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan 
asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
mendanai pembangunan secara mandiri sebagai perwujudan asas 
desentralisasi. Dengan demikian, keberhasilan atau kesuksesan pembanguan 
ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah dalam 
menghimpun pendapatan asli daerah (Mangkusubroto, 2008). 
Karesidenan Pati merupakan salah satu karesidenan di provinsi Jawa 
Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya 
secara mandiri. Sebagai sumber utama pendapatan daerah selain dana 
perimbangan dan lain–lain pendapatan, pemerintah daerah di karesidenan Pati 




masing–masing kabupaten. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah daerah 
mampu mendanai pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik. 
Perkembangan pendapatan asli daerah di karesidenan Pati ditampilkan pada 
Tabel 1–1. 
Tabel 1–1 




Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara 
2012 105.463 81.987 103.305 163.734 121.017 129.077 
2013 143.586 95.193 126.808 169.127 144.995 133.778 
2014 235.295 144.724 165.531 279.255 234.073 231.673 
2015 272.718 156.403 193.123 310.064 255.284 270.252 
2016 299.211 171.278 234.168 314.921 279.239 322.510 
2017 440.456 280.042 300.319 449.821 366.031 325.530 
2018 315.743 203.183 296.676 384.042 337.365 369.330 
Sumber: kementerian keuangan republik Indonesia, berbagai terbitan 
Berdasarkan Tabel 1–1 terlihat bahwa kabupaten Pati memiliki PAD 
tertinggi selama kurun waktu 2012–2018, di mana rata–rata per tahunnya 
sebesar 295.852 juta rupiah. Tingginya PAD di kabupaten Pati mencerminkan 
bahwa kabupaten tersebut mampu memanfaatkan sumber daya (resources) 
yang dimiliki sehingga dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan secara mandiri. Selain itu, tingginya PAD di kabupaten Pati 
juga mencerminkan bahwa kabupaten tersebut mampu mengurangi 
ketergantungan terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah 
pusat.  
Tabel 1–1 juga memperlihatkan bahwa PAD terendah dimiliki oleh 
kabupaten Blora, di mana rata–rata per tahunnya sebesar 161.830 juta rupiah. 




dimiliki oleh kabupaten Blora belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga 
hasilnya belum mampu untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan 
pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, kabupaten Blora masih 
membutuhkan dana perimbangan yang cukup banyak dari pemerintah pusat 
agar kegiatan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan 
semestinya dan tidak tertinggal dari kabupaten–kabupaten lain. 
Pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah produk domestik regional bruto. Menurut Mankiw (2010) 
produk domestik regional bruto adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi 
oleh penduduk yang tinggal di suatu daerah, baik warga daerah maupun 
bukan warga daerah. Semakin tinggi produk domestik regional bruto berarti 
semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor–sektor ekonomi. 
Guna memproduksinya maka perusahaaan membutuhkan tenaga kerja yang 
lebih banyak, sehingga jumlah penduduk yang menganggur akan berkurang. 
Dengan demikian, berkurangnya pengangguran akan meningkatkan jumlah 
penduduk yang mampu membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah 
daerah (Noviriani dan Febrianty, 2017). 
Pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh besarnya penanaman 
modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing. Menurut undang–
undang republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 pasal satu ayat satu tentang 
penanaman modal disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk 
kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun 




Indonesia. Semakin banyak modal yang ditanamkan baik berupa pendirian 
usaha–usaha baru maupun pembelian barang–barang modal maka semakin 
banyak pajak dan retribusi yang didapatkan oleh pemerintah daerah, seperti 
pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan 
retribusi izin mendirikan bangunan. Dengan demikian, meningkatnya hasil 
pajak dan retribusi tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah 
(Pamungkas, 2013). 
Tinggi atau rendahnya inflasi juga dapat mempengaruhi pendapatan 
asli daerah. Menurut Suseno dan Astiyah (2009) inflasi adalah kenaikan harga 
barang dan jasa secara umum dan terus–menerus. Kenaikan inflasi 
menyebabkan daya beli (purchasing power) masyarakat atas barang dan jasa 
menurun. Hal ini akan berakibat pada banyaknya output yang tidak terjual 
sehingga perusahaan akan menurunkan aktivitas produksinya. Apabila hal ini 
terjadi secara terus–menerus maka perusahaan akan mengurangi jumlah 
tenaga kerja yang digunakan dan jumlah pengangguran akan meningkat. 
Semakin banyak penduduk yang menganggur maka semakin banyak 
penduduk yang tidak mampu membayar pajak dan retribusi. Hal ini 
menyebabkan hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah 
semakin kecil dan pendapatan asli daerah akan menurun (Yalaman, 2019). 
Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah jumlah 
penduduk. Kenaikan jumlah penduduk berarti kenaikan jumlah pelaku 
ekonomi baik produsen maupun konsumen. Jumlah pelaku ekonomi yang 




juga semakin banyak. Melalui kebijakan ekstensifikasi, semakin banyaknya 
jumlah wajib pajak dan wajib retribusi tersebut akan meningkatkan 
penerimaaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, kenaikan 
penerimaan pajak dan retribusi tersebut akan meningkatkan pendapatan asli 
daerah (Kinanthi dan Hakim, 2018). 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan 
suatu daerah dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah daerah 
memperoleh pendapatan asli daerah yang maksimal. pendapatan asli daerah 
yang maksimal hanya dapat diperoleh apabila pemerintah daerah mampu 
menggali semua potensi ekonomi yang ada seperti pajak dan retribusi. 
Dengan demikian, pemerintah daerah akan semakin mandiri dan semakin 
berkurang ketergantungannya dengan pemerintah pusat dalam hal 
pembiayaan pembangunan. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk 
melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh produk domestik regional 
bruto, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, inflasi, dan 
jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Pati selama 
kurun waktu 2012–2018. 
B Rumusan Masalah 
Pendapatan asli daerah merupakan komponen terpenting dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah karena keberadaannya 
mencerminkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola 
keuangannya. Pendapatan asli daerah di karesidenan Pati nilainya cenderung 




berfluktuasi dan bahkan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2018. 
Hal tersebut menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah di karesidenan 
Pati dalam memanfaatkan semua potensi ekonomi yang dimiliki kurang 
maksimal sehingga kenaikan dari pendapatan asli daerah–pun juga sedikit. 
Berdasarkan latar belakang masalah juga dijelaskan bahwa tinggi 
rendahnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor baik 
faktor ekonomi antara lain produk domestik regional bruto, penanaman 
modal, dan inflasi, serta faktor demografi yaitu jumlah penduduk. Dengan 
demikian, beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap 
pendapatan asli daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–
2018? 
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap 
pendapatan asli daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–
2018? 
3. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap pendapatan asli 
daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–2018? 
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah di 
karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–2018? 
5. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah 




C Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap 
pendapatan asli daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–
2018. 
2. Menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri terhadap 
pendapatan asli daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–
2018. 
3. Menganalisis pengaruh penanaman modal asing terhadap pendapatan asli 
daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–2018. 
4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah di 
karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–2018. 
5. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli 
daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–2018. 
D Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 
1. Badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai bahan pertimbangan 
untuk merumuskan kebijakan agar potensi ekonomi yang dimiliki oleh 
daerah yang bersangkutan dapat dimanfaatkan secara baik sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah. 
2. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai bahan 




penanaman modal yang masuk sehingga dapat menyerap tenaga kerja 
lokal. 
3. Bank Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan 
kebijakan agar jumlah uang beredar dapat terkendali sehingga inflasi 
stabil dan aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. 
4. Badan perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan pertimbangan 
untuk merumuskan kebijakan agar aktivitas ekonomi baik produksi 
(penawaran) maupun konsumsi (permintaan) tetap berjalan dengan baik 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
5. Akademisi dan peneliti lain sebagai referensi untuk melakukan 
penelitian–penelitian lanjutan terkait pendapatan asli daerah. 
E Metode Analisis Data 
Guna menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, 
penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, inflasi, dan jumlah 
penduduk terhadap pendapatan asli daerah di karesidenan Pati selama kurun 
waktu 2012–2018, maka alat analisis yang dipakai adalah regresi data panel 
dengan formulasi model estimator sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 
2009): 
                                                      (1–1) 
di mana: 
        = pendapatan asli daerah 
        = produk domestik regional bruto 
        = penanaman modal asing 
        = penanaman modal dalam negeri 
        = inflasi 




        = konstanta 
              = koefisien regresi variabel independen 
       = kabupaten ke i 
       = tahun ke t 
      = unsur kesalahan (error term) 
F Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang serta rumusan masalah pendapatan asli 
daerah di karesidenan Pati selama kurun waktu 2012–2018, tujuan dan 
manfaat penelitian, serta alur atau urutan pembahasan. 
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan 
pendapatan asli daerah dan faktor–faktor yang mempengaruhinya, penelitian–
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan hipotesis. 
BAB III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan definisi operasional variabel penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, dan langkah–langkah regresi data 
panel (pooled data regression). 
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan deskripsi data–data penelitian secara statistik, hasil 







BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran atau 
rekomendasi kebijakan bagi stakeholder. 
  
